WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR : 286 /KPTS/KOMINFO/2017

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI| PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN

Menimbang

Mengingat

a.

PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

bahwa dalam rangka memberikan pelayanan keterbukaan
informasi kepada masyarakat serta panduan bagi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi, perlu menetapkan
klasifikasi informasi yang dikecualikan di lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau;

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 17 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Yang
Dikecualikan di Pemerintah Kota Lubuklinggau;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Walikota tentang Informasi Publik Yang Dikecualikan di

Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor §5584) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008

tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 0038);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 02149);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah:

7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 21 Tahun 2017
tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan
Informasi Pada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi Di  Lingkungan Pemerintah Kota
Lubuklinggau.

8. Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor :
199/KPTS/KOMINFO/2017 tentang Penetapan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan
Pemerintah Kota Lubuklinggau Tahun 2017:;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU . Menetapkan  Informasi Publik Yang  Dikecualikan
dihingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA . Informasi publik yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU sebagai pedoman bagi Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Lubuklinggau,
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di
masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dalam
memberikan pelayanan informasi publik.




KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan
diubah dan diperbaiki secbagaimana mestinya apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini.

Ditetapkan di Lubuklinggau
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Informasi dan . intelektual dungi hak ..
Transaksi - Memungkinkan akses |
| Elektromk Pasal adanva |
| penerobosan/p ._
| envalahgunaan “
hak akses |
andwidth » UU No. 14 Tahun Selama masih - Dapat - Melindungi ha |
Management 2008, Pasal 17 - digunakan/berlaku mengganggu K atas
huruf b dan | perlindungan kekayaan
» UU No. 11 Tahun hak atas intelektual
2008 tentang kekayaaan - Mengatur
Informasi dan ' intelektual kestabilan
Transaksi - Dapat penggunaan
Elektronik Pasal | menyebabkan bandwidth
L P AR i | penyalahgunaa | % :
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| bhandundth d)

| | - luar ketentuan |

ﬁ Sistem » UU No 14 Tahun Scelama masih “ _v.__r._ | Mehimdung hia

Manajemen ” 2008, Pasal 17 chigunakan/berlaku | MengEanggl | Katas

| Databasce | hurul b dan | _ perhndungan ” kekavaan
| » UU No. 11 Tahun | hak atas - intelektual
._ | 2008 tentanyg . kekayaaan | Menjaga |
| . Informas: dan | mntelektual Kearmanar |
q | - Transaksi - Dapat jaringan

| | | [LleKitromk Pasal m MengEanggu komputes
| | keamanan
.“ ‘ - janngan |
| | | | .~ komputer | |
e 1) ﬂ DINAS Naskah Soal Upan | » UU No. 14 Tahun Terbatas setelah  Persaingan tudak | Kerahasiaan lebih |
| PENDIDIKAN DAN | Nasional (UN) SD | 2008 pelaksanaan berlaku | scehat terjaga |
u KEBUDAYAAN dan SMP M\ POS Upan Nasional | _ “
| -~ Permendikbud No. | | |
| | 23 Tahun 2006 “ __ |
| | |
| | Naskah Soal OSN |~ UU No. 14 Tahun l._,.._._:::.x sctelah - Persaimmgan udak | kerahasiaan lebih |
| SD dan SMP 2008 pelaksanaan berlaku | sehat terjaga |
| » Direktorat | | |
| | Pembinaan |
Dikdasmen
Usul B UU No. 14 Tahun Dirahasiakan | Persaimgan tdak w herahasiaan lebih
Pengangkatan 2008 | sehat terjaga
Kepala Sekolah » Permendiknas |
TK, SD dan SMP Nomor 28 tahun
TR | Negert . 2010 |
| 12 | DINAS Upah Minimum » UU No. 14 Tahun wu::x: :_E_: Dikhawatirkan Situast hubungan A
KETENAGAKERJA | Propinsi 2008 Pasal 17 huruf | mmimum ditetapkan | hubungan industnal akan
AN | ldan) dan diterbitkanny: | mdustnal ndak tetap terjaga |
B A L e ' » UU No. 13 Tahun Surat Keputusan (SK) | kondusif dengan baik w
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Perkara vang
sedang ditangan

' oleh PPNSLH
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__

Rencana
pengawasan
usaha/kegiatan
oleh PPLHD

Dokumen proses
penyelesalan

- sengketa/ konthk

hngkungan

Rencana detanl
hasil AMDAL
bidang
pertahanan
keamanan

2003 tentang Gubernur Sumatera
Khetenagakerjaan Selatan
L» PP 78 Tahun 2015
Tentang
Pengupahan

» UU No. 14 Tahun Tidak terbatas
2008 Pasal 17 huruf
a
» UU No. 32 Tahun
2009 tentang
Perlindungan |
—u..:ﬁ.._:_....: |
Lingkungan Hidup |
» UU No. 14 Tahun Twdak terbatas
2008 Pasal 17 hurul
o
» UU No. 32 Tahun
2009 tentang

e —

Perindungan
_...Zﬂ..r._....:
Lingkungan Hidup

.-
’.‘*—.—--—"v-- — -

UU No. 14 Tahun 2008 | Sampal dengan
Pasal 17 hurul a diserahkan kepada
penuntut (Jaksa)

» >
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.~ UU No. 1494 Tahun 2008 | Tidak terbatas
Pasal 17 huruf ¢

T —— . — gy

.

Menghambat helancaran proses
proses penegakan | penegakan
hukum hukum
Menghambat Kelancaran proses

proses penegakan | penegakan hokum
hukum |

.

Menghambat ' Kelancaran proses
Proscs | “x.:f._..f.._::
penyelesaian - sengketa/penegak

!

sengketa/ penegak | an hukum
an hukum

Membahavakan
pertahanan dan
Keamanarn
Negara/daecrah

Mehindung
ketahanan dan
keamanan Negara
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| Hasil )1 » UU No. 14 Tahun Sampai dengan | Penyalahgunaan Melindungi dan
| laboratorium 2008 Pasal 17 huruf | diserahkan kepada oleh pihak lain mengamankan
- lingkungan w | penuntut (jaksa) pelanggan
“, » Permen LH No. 6
| Tahun 2009 tentang
Laboratorium
- Lingkungan




